
 

SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 83 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 
TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH 
BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN PONOROGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang 	bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Peru sahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencabutan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten 
Ponorogo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran 
Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3790); 



-2- 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3831); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6174); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang 
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik 
Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 
Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG 
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN 
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN 
PONOROGO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang 
selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten 
Ponorogo. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo. 
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6. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia yang 
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian 
dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo. 

7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
Kabupaten Ponorogo. 

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo. 

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 
adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berada di bawah 
naungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

10. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah 
daerah. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. manajemen kepegawaian; 

b. manajemen aset; dan 

c. manajemen keuangan. 

BAB III 
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 

Pasal 3 

(1) Eks Pegawai Perusahaan Daerah terdiri dari : 

a. PNS yang diperbantukan; dan 

b. Non PNS. 

(2) Eks Pegawai Perusahaan Daerah yang berasal dari PNS 
melaksanakan tugas kembali sebagai PNS dalam jabatan 
sesuai kebutuhan daerah berdasarkan keputusan Bupati 
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM. 

(3) Eks Pegawai Perusahaan Daerah yang berasal dari Non PNS, 
dapat diangkat sebagai pegawai BUMD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Eks Pegawai Perusahaan Daerah, memiliki kewajiban untuk 
membantu menyelesaikan urusan administrasi dan non 
administrasi setelah Perusahaan Daerah dibubarkan. 
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BAB IV 
MANAJEMEN ASET 

Pasal 4 

(1) Aset yang dimiliki perusahaan daerah pasca pembubaran 
Perusahaan Daerah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. 

(2) Seluruh aset yang dikembalikan oleh Perusahaan Daerah 
kepada Pemerintah Daerah, pencatatannya dilaksanakan oleh 
BPPKAD dengan daftar aset memperhatikan Hasil Audit dari 
Inspektorat. 

BAB V 
MANAJEMEN KEUANGAN 

Pasal 5 

(1) Kekayaan perusahaan daerah yang telah dibubarkan menjadi 
hak pemerintah daerah dan tercatat di dalam neraca 
pemerintah daerah yang dikelola oleh BPPKAD. 

(2) Kekayaan perusahaan daerah terdiri dari : 

a. Aset lancar : 

1. Kas; dan 

2. Piutang yang dapat diyakini kebenarannya sesuai hasil 
audit terakhir. 

b. Aset tetap : 

1. Aset tetap gedung dan bangunan; 

2. Aset tetap peralatan mesin; 

3. Aset tetap jaringan; dan 

4. Aset tetap lainnya. 

Pasal 6 

(1) Pencatatan penyertaan modal pemerintah daerah kepada 
perusahaan daerah dicatat menggunakan metode ekuitas. 

(2) Selisih aset yang dikembalikan perusahaan daerah yang telah 
dibubarkan dengan penyertaan modal yang telah disertakan 
pemerintah daerah menggunakan metode ekuitas diakui 
menjadi kerugian pemerintah daerah dalam penyertaan modal 
dan mengurangi ekuitas pemerintah daerah. 

(3) Kerugian/pengurangan ekuitas tersebut diungkapkan pada 
catatan laporan keuangan pemerintah daerah. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara 
Serah Terima dari perusahaan daerah kepada pemerintah daerah. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 30 Juni 2020 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI 
Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 30-06-2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

'ND. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 83. 

Salinan sesuai dengan aslinyai 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR 
NIP. 19 

A 
RTIYA AN S.H. 
07 199303 1 008 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

